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PERAMPASAN TANAH GLOBAL PADA ABAD XXI 1

Dwi Wulan Pujiriyani, Vegitya Ramadhani Putri, Muhammad Yusuf, M. 
Bahtiar Arifin

Ringkasan

Laporan penelitian ini merupakan penelitian deskstudy mengenai tren 
perampasan tanah abad 21 yang jamak disebut dengan istilah land 
grabbing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa land grabbing atau 
perampasan tanah dihadirkan dengan penyebutan yang lebih halus 
dengan istilah tekanan komersial terhadap tanah (commercial pressure 
on land) dan akuisisi tanah berskala besar (large scale land acquisition). 
Ketiga penyebutan ini pada kenyataannya mengindikasikan sebuah 
proses pengambilalihan tanah dalam skala besar baik dalam bentuk 
konsesi, sewa maupun jual beli yang ditujukan untuk akumulasi kapital. 
Krisis pangan dan energi merupakan dua isu utama yang dimitoskan 
untuk memuluskan jalan masuk skema perampasan ini dalam sebuah 
skenario untuk ‘mengatasi dampak krisis’ dan ‘percepatan pembangunan’. 
Manipulasi dan hadirnya berbagai formulasi kebijakan mengorkertrasi 
perampasan tanah dengan sangat rapi dimana penyingkiran komunitas 
lokal (petani) dan keberpihakan kepada modal merupakan potret yang 
jamak dijumpai. Perampasan tanah (land grabbing) merupakan fenomena 
global yang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Di 
Indonesia, land grabbing bukanlah persoalan yang baru. Wajah lama 
land grabbing yang pernah hadir pada masa kolonial, semakin menguat 
bersamaan dengan hadirnya skema Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Pulau-pulau terluar (outer 

1	 Laporan ini merupakan bagian pengantar atau kerangka dari anotasi bibiliografi mengenai 
land grabbing. Ada sekitar 125 artikel yang direview untuk penyusunan anotasi bibliografi 
ini. Anotasi bibliografi dikelompokkan dalam 4 kluster tema yaitu perampasan tanah sebagai 
resiko; perampasan tanah sebagai peluang dan resiko; perampasan tanah sebagai peluang dan 
perampasan tanah di Indonesia. pengelompokan ke dalam 4 kluster ini dilakukan dengan 
pengembangan konsep politik makna pengambilaihan tanah.
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island) dianggap sebagai lokasi paling ideal untuk menjadi target investasi. 
Investasi ini mewujud secara nyata dalam proyek-proyek nasional yang 
ambisius. Perampasan tanah dihadirkan dengan sangat natural sebagai 
sebuah ‘kebutuhan’ dalam narasi ‘pengadaan tanah untuk pembangunan’.

Laporan ini merupakan bagian pengantar atau kerangka dari anotasi 
bibiliografi mengenai land grabbing. Ada sekitar 125 artikel yang 
direview untuk penyusunan anotasi bibliografi ini. Anotasi bibliografi 
dikelompokkan dalam 4 kluster tema yaitu perampasan tanah sebagai 
resiko; perampasan tanah sebagai peluang dan resiko; perampasan tanah 
sebagai peluang; dan perampasan tanah di Indonesia. pengelompokan 
ke dalam 4 kluster ini dilakukan dengan pengembangan konsep politik 
makna pengambilaihan tanah. 

Pengantar

The Indigenious peoples will lose their simple ways of life that preserve the forest 
and nature. Smallholders farmers without their farms will become ’armers’. 
The children will grow up detached from real possesion of land, or merely in a 
virtual world where the only farm they could tend would be the internet game 
’farmville’ (Lok Niti, 2012: 6)

Perampasan tanah atau land grabbing menjadi salah satu sorotan dari 
persoalan agraria kontemporer. Istilah perampasan tanah atau land grabbing 
muncul pertama kali pada tahun 2008. Laporan yang dibuat oleh GRAIN2 

 pada tahun 2008 merupakan pernyataan pertama mengenai tren global 
land grabbing yang terutama dikaitkan dengan promosi bahan bakar 
nabati dan pangan untuk ekspor. Segera setelah kelompok masyarakat 
sipil dan media melakukan kritik, pada bulan April 2009, International 
Food Policy Research Institute (IFPRI) mengeluarkan wacana bahwa sejak 
tahun 2006, 15 sampai 20 juta hektar tanah-tanah pertanian di negara 
berkembang telah dijual atau disewakan atau sedang berada dalam proses 
penawaran untuk dijual atau disewakan kepada investor asing. Laporan 
ini mengindentifikasi beberapa kasus yang kebanyakan terjadi di Afrika. 
International Institute for Environment and Development (IIED) sebuah 

2	 GRAIN adalah sebuah organisasi non profit internasional yang bekerja untuk mendukung 
kelompok petani kecil dan gerakan sosial dalam perjuangan mereka untuk memperoleh 
kontrol komunitas dan sistem pangan berbasis diversitas. Sebagian besar kerja GRAIN 
berorientasi  untuk dan dilakukan di Afrika, Asia dan Amerika Latin.
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LSM di London mengikuti jejak IFPRI dengan laporan mereka yang 
menyatakan bahwa 2,4 juta hektar tanah di Afrika telah dialokasikan 
untuk investasi karena dianggap sebagai tanah yang tidak digunakan 
(lahan-lahan tidur). Sejak saat itu perhatian dunia mengenai land grab 
semakin meningkat baik di kalangan aktivis, non aktivis, media dan 
kebijakan (Borras dan Franco, 2011)
Tren akuisisi tanah menunjukkan satu fenomena dimana tanah menjadi 
daya tarik baru yang diburu oleh investor. Gelombang investasi global 
telah menjadikan tanah sebagai target perburuan untuk memaksimalkan 
keuntungan. Tanah bersinonim dengan uang, sementara uang bersinonim 
dengan kekuasaan, lebih banyak tanah berarti lebih banyak uang dan lebih 
banyak uang berarti lebih banyak kekuasaan dan lebih banyak  tanah.3

Land = Money = Power = More Land = More Money =
More Power = More and more Land

Pangan dan energi adalah pemicu akuisisi tanah yang menjadi pintu 
masuk untuk melihat persoalan ini. Makanan atau pangan merupakan 
kebutuhan yang paling mendasar. Persoalan pangan merupakan pertaruhan 
eksistensi sebuah negara. Suatu negara bangsa akan rapuh eksistensinya, 
apabila pemerintah tidak dapat menyelenggarakan dan menggerakkan 
rakyat untuk mengadakan pangan (Ndaru, 2011; Wahono, 2011). Daya 
tawar sebuah negara akan melemah ketika yang menjadi bahaya adalah 
kekurangan pangan rakyatnya. Mengacu pada Tauchid (2009:3), akuisisi 
tanah atau juga bisa dikatakan sebagai perebutan tanah serupa halnya 
dengan perebutan makanan dan perebutan tiang hidup manusia. Siapa 
yang menguasai tanah, maka dia akan menguasai makanan. Persoalan 
pangan juga tidak dapat dilepaskan dengan energi. Setiap kali terjadi 
isu kenaikan harga minyak, bisa dipastikan akan segera iikuti dengan 
kenaikan harga pangan (bahan-bahan pokok) (Topatimasang, 2004:3). 

Tingginya kebutuhan akan pangan dan energi menjadi persoalan 
tersendiri yang kemudian melahirkan fenomena perburuan tanah untuk 
menopang keamanan pangan dan menyediakan sumber energi yang 
cukup. Akuisisi tanah yang terjadi menunjukan bahwa ada pertarungan 
perebutan lahan untuk kepentingan pangan atau kepentingan biofuel. 
Mengapa akuisisi tanah menjadi jawaban untuk kebutuhan pangan dan 

3	 Ditsi Carolino. 2010. Walk for Land Walk for Justice, the Story of The Sumilao Farmers in 
Bukidnon. International Land Coalition. 
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energi yang tinggi? Benarkah akuisisi tanah menyelesaikan persoalan 
krisis pangan dan energi? Dua pertanyaan pokok inilah yang akan dikaji 
dalam penelitian ini. 

Proses Kerja dan Metode Penelusuran Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian pustaka 
(desk study) dengan bibliografi beranotasi sebagai outputnya.4
Dalam penelitian kepustakaan ini, penyusunan anotasi bibliografi 
dilakukan dalam beberapa tahapan atau proses kerja yaitu penelusuran 
sumber, review naskah dan penyusunan anotasi bibliografi seperti dapat 
dicermati dalam skema berikut ini: 
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Gb. 1 Metode Penelusuran Pustaka

Proses kerja dalam tahap penelusuran pustaka lebih banyak difokuskan 
pada pengumpulan, inventarisasi dan seleksi literatur. Sementara itu 

4	 Anotasi bibliografi dapat didefinisikan sebagai ‘a separate paper, journal article, appendix to 
journal article or complete book consisting a series of entries on a single theme, organized 
either alphabetically, by date or by topic. Istilah anotasi bibliografi dibedakan dengan 
bibliografi yang didefinisikan sebagai an organized list of works consulted when you are 
doing research on a particular topic. Membuat anotasi berarti membuat catatan-catatan, 
memberi penjelasan atau komentar tentang suatu buku atau teks. Tujuan dari anotasi 
bibliografi adalah untuk menyajikan kepada pembaca mengenai sebuah topik tertentu 
secara jelas dan komprehensif. Dikatakan bahwa dalam penyajian ini, sebuah anotasi bisa 
menampilkan ‘a birds-eye view’ atau ‘general review’ dari suatu bidang tertentu yang lebih 
lanjut dapat dimanfaatkan sebagai penyiapan proposal studi lanjutan atau review literatur 
(Sally Wehmeier (ed). 2000. Oxford Advanced Learners Dictionary. Oxford: Oxford 
University Press)
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proses membaca dan review literatur dilakukan pada tahap kedua untuk 
kemudian diakhiri di tahap ketiga dengan menyusun dan mengkerangkai 
anotasi bibliografi. Secara keseluruhan, riset kepustakaan sampai dengan 
penulisan anotasi ini dilakukan dari mulai akhir bulan Mei 2012 sampai 
dengan bulan Oktober 2012.
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Gb. 2. Proses penyusunan anotasi bibliografi

Proses kerja penyusunan anotasi bibliografi ini dimulai dengan 
penelusuran kepustakaan baik cetak maupun online. Jenis pustaka yang 
direview terdiri dari buku, makalah seminar, laporan hasil penelitian, 
jurnal, paper konferensi, materi presentasi dan artikel surat kabar/
majalah. Sumber kepustakaan sendiri tidak dibatasi pada sebaran wilayah, 
melainkan lebih ke pengkayaan tema. Dalam artian, anotasi bibliografi 
ini tidak semata menyoroti kasus akuisisi tanah untuk pangan dan energi 
melainkan diperluas sesuai dengan kompleksitas dan dinamika persoalan 
land grabbing yang dijumpai setelah melakukan proses review. Kerangka 
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yang lebih umum digunakan dalam penelusuran pustaka yaitu dengan 
mengacu pada beberapa pertanyaan berikut ini yaitu: Apa definisi akuisisi 
tanah? Mengapa terjadi akuisisi tanah? Dimana akusisi tanah terjadi? 
Mengapa wilayah-wilayah ini yang dipilih? dan apa dampaknya?

Dalam proses penyusunan anotasi, sumber-sumber bacaan yang telah 
terkumpul kemudian dilakukan proses review. Hasil pembacaan atau 
review inilah yang untuk selanjutnya dikelompokkan kedalam 4 tema 
khusus yang mengacu pada skema pendefinisian land grabbing. 

Sementara itu, periodisasi naskah yang dieview pada awalnya juga 
tidak dibatasi pada tahun tertentu. Ekplorasi sumber bacaan dilakukan 
secara meluas. Namun pada kenyataannya temuan-temuan sumber 
pustaka tentang land grabbing memang jamak dijumpai pada literatur-
literatur yang berusia lebih muda yaitu tahun 2000-an ke atas. Sumber-
sumber bacaan yang disusun dalam bibliografi ini juga sebagian besar 
berangka tahun 2010-2012. Kebaruan sumber-sumber bacaan ini menjadi 
satu indikasi bahwa debat secara terbuka mengenai perampasan tanah 
merupakan bagian dari persoalan agraria kontemporer yang semakin 
mendapat banyak sorotan. 

Akuisisi Tanah Kontemporer 

Pengambilalihan tanah dalam skala luas untuk tujuan komersial 
bukan hal yang baru. Columbus pernah melakukannya ketika 
menemukan Amerika, begitu pun yang dilakukan ketika kaum kulit 
putih mencaplok wilayah suku Maori di New Zeland dan suku Zulu 
di Afrika Selatan yang semuanya disertai dengan pengusiran terhadap 
komunitas pribumi (GRAIN, 2008:3). Sebagaimana dikutip dalam 
Laksmi (2011), sejarah kolonialisme dan imperialisme di belahan Dunia 
Selatan (Global South/negara-negara Dunia Ketiga) sejak abad 16-
17 sebenarnya sudah menciptakan suatu tatanan dunia yang terbelah, 
yakni: wilayah-wilayah kekuasaan ekonomi dan politik di Dunia Barat 
yang mendapatkan sumber kekuasaannya melalui penghisapan dan 
pencaplokan beragam sumber daya di Belahan dunia Selatan. Salah 
satunya dicontohkan dengan gula sebagai komoditi yang menggambarkan 
konstruksi hubungan imperialistik. Pada abad ke-17, gula belum dikenal 
di Eropa, lalu pada abad ke-18 gula telah menjadi barang mewah yang 
memanjakan lidah para bangsawan, akhirnya pada abad ke-19 sudah 
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menjadi kebutuhan pokok kelas menengah Eropa. Kemewahan rasa ini 
didapatkan salah satunya dengan cara menggantikan hampir seluruh 
sawah di Jawa dengan perkebunan tebu, melalui sistem kontrak/sewa 
yang menekan petani tebu, bahkan menyebabkan mereka kekurangan 
pangan atau terpaksa melepaskan tanah-tanahnya dan terlempar dari 
penghidupan di pedesaan ke kantong-kantong kemiskinan di perkotaan. 
Imperialisme yang berlangsung di masa lalu berintikan pada penguasaan 
wilayah (teritorialisasi) dan pembentukan pusat-pinggiran. 

Sekarang ini, menurut McMichael (2008:216) globalisasi kontemporer 
hidup dari sumber yang sama, yakni: tekanan terhadap sumber-sumber 
kekayaan alam di Dunia belahan Selatan.  Negara-negara poskolonial 
tetap pada posisi sama seperti ketika mereka dijajah, yaitu: mereka tidak 
lagi mengkonsumsi apa yang mereka produksi, tapi memproduksi dan 
mengekspor seluruh kebutuhan pangan dunia di Belahan Barat dalam 
bentuk bahan mentah. Tidak hanya jenis-jenis pangan pokok (gandum, 
sorghum, beras), tetapi juga apa yang disebut sebagai jenis ‘ekspor non-
tradisional’, seperti bunga-bungaan, buah, sayuran, udang, bahkan pakan 
ternak untuk sapi yang mereka ekspor dagingnya ke negara dunia ketiga 
dengan murah. Akibatnya terjadi apa yang disebut oleh McMichael 
sebagai penciptaan tatanan baru hubungan-hubungan sosial produksi, 
konsumsi dan reproduksi. 

Borras et al (2012) menyebut land grabbing yang muncul sekarang 
ini sebagai land grabbing kontemporer yaitu:

“The capturing of control of relatively vast tract of land and other natural 
resources through a variety of contexts and forms that involve large-scale capital 
that often shifts resources use orientation into extractive character, whether for 
international or domestic purposes as capital’s response to the convergence of 
food, energy, and financial crises, climate change mitigation imperatives and 
demands for resources from newer hubs of global capital”

“Upaya untuk memperoleh kontrol atas tanah dalam skala yang luas atau 
juga sumberdaya alam yang lain melalui berbagai konteks dan bentuk 
yang mencakup modal dalam jumlah besar yang seringkali mengubah 
orientasi penggunaan sumberdaya ke dalam sifat-sifatnya yang ekstraktif, 
apakah untuk tujuan internasional atau domestik, sebagai repon terhadap 
konvergensi pangan, energi dan krisis keuangan, serta mitigasi iklim dan 
permintaan sumberdaya dari kapital yang baru”
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Contemporarary land grabbing ditandai dengan 3 hal: 1) control 
grabbing yaitu memperoleh kekuasaan untuk mengontrol dan 
menggunakan tanah dan sumberdaya lain seperti air. Control grabbing 
dapat dimanifestasikan dalam sejumlah cara dari land grabbing, water 
grabbing sampai dengan green grabbing; 2) luasan dan jumlah modal; 
3. terjadi karena dinamika strategi akumulasi kapital yang merupakan 
respon dari krisis multidimensional: pangan, energi/bahan bakar, 
perubahan iklim dan krisis keuangan (dimana kemudian para pemodal 
mulai mencari peluang investasi baru yang lebih aman. 

Quizon (2012) menggarisbawahi bahwa gelombang investasi tanah 
ini memiliki dua pola yang baru yaitu: skalanya yang lebih luas serta 
peran pemerintah yang lebih besar. Gelombang investasi tanah yang baru 
ini juga berbeda dengan investasi asing di masa lalu karena investasi baru 
ini: lebih banyak memburu sumberdaya (tanah dan air) dibandingkan 
dengan komoditas dan pasar; mencari perluasan produksi dibandingkan 
untuk kepentingan ekspor komersial; dan mencakup produksi aktual 
dibandingkan joint venture atau contract farming.  

Definisi Akuisisi Tanah

Penelusuran pustaka menunjukan bahwa akuisisi tanah disebutkan 
dengan istilah atau terminologi yang berbeda-beda. Inilah yang 
kemudian disebut Savitri (2011) sebagai politik makna pengambilalihan 
tanah. Terdapat tiga istilah atau terminologi untuk menyebut 
proses pengambilalihan tanah yaitu ‘large scale land acquisition yang 
dimunculkan oleh World Bank, ‘land grabbing’ yang dimunculkan 
oleh GRAIN-sebuah LSM asal Spanyol serta ‘commercial pressure on 
land’ yang dimunculkan oleh International Land Coalition (ILC) yang 
mengklaim dirinya sebagai lembaga internasional yang mewadahi aneka 
corak lembaga yang berkepentingan pada masalah tanah. Large scale 
land acquisition atau akuisisi tanah skala luas adalah sebuah sebutan 
netral untuk menggambarkan bahwa gelombang akuisisi tanah yang 
tejadi di negara-negara miskin merupakan bagian dari upaya untuk 
mendayagunakan potensi pertanian di negara tersebut yang belum 
tergali maksimal. Dalam konteks ini akuisisi tanah skala luas dianggap 
sebagai bagian dari solusi mengatasi krisis pangan dengan tersedianya 
cukup ruang untuk memproduksi sumber pangan sekaligus menjawab 
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kebutuhan pembangunan di negara-negara miskin. Narasi ini diusung 
oleh agen-agen pembangunan internasional seperti Bank Dunia, FAO, 
IFAD, dan IIED. 

Berbeda dengan istilah pertama, istilah ‘land grabbing’ atau 
perampasan tanah hadir sebagai wacana tandingan dengan semacam 
misi untuk memperingatkan adanya gejala besar penghilangan pertanian 
yang dikelola oleh petani kecil dan berkembangnya ancaman bagi 
keberlangsungan penghidupan pedesaan di berbagai tempat di seluruh 
dunia. Pengambilalihan tanah skala besar dalam konteks ini dianggap 
bukanlah sesuatu yang ‘baik-baik saja’ melainkan sebagai sebuah skenario 
penguasaan tanah secara langsung yang membahayakan. Narasi ini 
banyak disuarakan oleh para pendukung pendekatan berbasis keadilan 
sosial dan hak asasi manusia.

Sementara itu istilah yang commercial pressure on land atau tekanan 
komersial atas tanah hadir sebagai penyebutan yang dianggap lebih 
objektif, berada diantara pro dan kontra yang muncul dari terminologi 
large scale land acquisition dan land grabbing. Penyebutan ini dihadirkan 
untuk meluruskan kesalahpahaman yang muncul dari istilah land 
grabbing yang dianggap terlalu menempatkan proses pengambilalihan 
tanah sebagai sesuatu yang ‘negatif ’, ‘ilegal’, dan ‘menyimpang’. Dalam 
konteks ini, disebutkan bahwa tekanan komersial akan terus hadir dan 
investasi asing pada dasarnya tidak perlu di’haram’kan, melainkan hanya 
perlu diatur untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam 
skema-skema code of conduct (kode etik) yang mengikat.

Perbedaan penyebutan ini memberikan gambaran bahwa terdapat 
perbedaan sudut pandang dalam melihat persoalan pengambilalihan 
tanah, mulai dari yang kontra atau menentang, yang berada di posisi 
abu-abu dan yang menerima. Keragaman dapat dilihat bahkan dalam 
kelompok masyarakat sipil (lokal, nasional dan internasional) seperti juga 
dalam komunitas lokal. Perbedaan ini berkaitan dengan perspektif kelas 
sosial, dan sudut pandang ideologis atau politis. Salah satu contoh adalah 
yang dimunculkan oleh Sarikat Petani (Via Campesina) dan International 
Federation of Agricultural Produces (IFAP). IFAP dibentuk oleh petani 
kelompok petani menengah dan kaya yang berorientasi komersial. Posisi 
ideologisnya dipengaruhi oleh kelompok petani kelas menengah kaya 
yang memiliki kepentingan komersil dalam federasi dunia. Sebaliknya, 
Via Campesina adalah sebuah gerakan petani miskin dan petani kecil 



191Penelitian Anotasi Bibliografi

internasional di negara berkembang dan industrial. Gerakan mereka 
menyuarakan pentingnya koalisi global. Posisi ideologis pada isu agraria 
dibentuk oleh kepentingan kelompok petani miskin. IFAP dan Via 
Campesina merepresentasikan posisi yang bertentangan. IFAP melihat isu 
biofuel sebagai sebuah kesempatan sementara Via Campesina melihatnya 
sebagai ancaman.
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Gambar 3. Skema Pendefinisian Akuisisi Tanah 
Sumber: Disarikan dari Savitri, 2011

Selain terminologi yang berbeda, akuisisi tanah atau jamak disebut 
land grab juga memiliki definisi yang beragam diantaranya sebagai 
berikut: 	

1.	 Perampasan sumber daya alam termasuk tanah dan air serta kontrol 
berkaitan dengan manfaat dan penggunaannya dengan atau tanpa 
pemindahan kepemilikan yang biasanya dilakukan dari kelompok 
miskin atau marginal kepada aktor yang memiliki kekuasaan (Borras 
dan Franco, 2012) 
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2.	 Akuisisi dalam skala luas terhadap tanah, hak-hak terkait tanah, 
dan sumberdaya tanah oleh korporasi (baik institusi bisnis, nirlaba 
maupun institusi publik (White, 2012)

3.	 Kelanjutan dari kekerasan yang dilakukan untuk mengambil lahan 
milik umum dalam rangka mengakomodasi kepentingan ekspansi 
kapital dalam logika ‘pasar-bebas’ sebagai retorika ideologi neoliberal 
(Mc Michael, 2012). 

4.	 Proses dimana kepemilikan tanah yang dianggap ‘kosong’, ‘tidur’ 
atau ‘tidak produktif ’ berpindah tangan dengan transaksi yang 
menggiurkan untuk dikembangkan menjadi perkebunan skala besar 
untuk menghasilkan pangan atau agrofuel atau keduanya (Bollin, 
2011)

5.	 Pembelian atau penyewaan tanah dalam skala luas di wilayah negara-
negara berkembang oleh negara-negara kaya, tapi miskin pangan dan 
investor swasta guna memproduksi hasil tanaman untuk diekspor 
(Daniel & Mittal, 2009)

6.	 Akuisisi (sewa, konsesi, pembelian secara langsung) yang dilakukan 
oleh korporasi atau negara pada tanah pertanian berskala luas (diatas 
10.000 hektar) di negara lain dan dalam jangka waktu yang lama 
(seringkali dari 30 sampai 99 tahun), yang digunakan sebagai basis 
produksi pangan untuk tujuan ekspor (GRAIN, 2008)

Sementara itu Zagema (2011) menyebutkan bahwa land grabbing 
sebenarnya merupakan bentuk lanjut dari akusisi tanah. Akuisisi tanah 
dapat menjadi land grabbing ketika: 

1.	 Terdapat pelanggaran/kekerasan HAm khususnya pada hak-hak 
kesetaraan perempuan;

2.	 Tidak didasarkan pada prinsip FPIC bagi masyarakat yang terkena 
dampak;

3.	 Tidak didasarkan pada assesmen yang menyeluruh, mengabaikan 
dampak sosial, ekonomi dan lingkungan termasuk gender;

4.	 Tidak didasarkan pada kontrak/perjanjian yang transparan dengan 
komitmen yang jelas tentang kegiatan, tenaga kerja dan pembagian 
keuntungan;

5.	 Tidak didasarkan pada perencanaan demokratis yang efektif, penilaian 
yang independen dan partisipasi penuh.
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Berbeda dengna Zagema, Li (2012) justru tidak menyukai istilah 
land grabbing. Li berargumen bahwa apa yang disebut dengan land 
grabbing atau perampasan tanah adalah boom (ledakan),  rush(perebutan), 
scale(skala), extent (perluasan), pengerukan semua (reach of it all), dari 
mekanisme, proses-proses dan dampak akuisisi tanah yang mempunyai 
sejarah panjang. Dalam hal ini, Li lebih suka menggunakan label ‘land 
rush’ (berebut tanah) dibandingkan ‘land grab’ (perampasan tanah). Bagi 
Li istilah yang kedua ini memiliki banyak polemik. Karakteristik dari 
fitur perebutan adalah spektakuler, tiba-tiba, berskala luas, kasatmata, 
sensasional, dan minat pada tanaman pangan. 

Berkaitan dengan berbagai pendefinisian ini, Borras dan Franco (2012) 
memunculkan persoalan mengenai tantangan dalam mendefinisikan land 
grabbing. Asumsi dominan yang selama ini dibangun dari definisi land 
grabbing cenderung berfokus pada skala (luasan) akuisisi tanah yang 
dikaitkan dengan keberadaan investor untuk kepentingan ketahanan 
pangan. Dalam hal ini tantangan dalam mendefinisikan land grabbing 
berpengaruh pada pembuatan kebijakan. Definisi yang muncul seringkali 
terlalu sempit, sehingga melupakan pentingnya proses-proses aktual yang 
sedang terjadi atau justru terlalu luas, sehingga melupakan karakteristik 
khusus dari land grabbing kontemporer. Untuk menghindari persoalan 
ini, ada 3 ide pokok yang diusulkan oleh Borras dan Franco berkaitan 
dengan pendefinisian land grabbing yang terjadi saat ini. Pertama, land 
grabbing pada dasarnya adalah (CG-SMU-E/A) (Control grabbing, shift in 
meaning, and or use extraction/alienation). Yang dimaksud dengan control 
grabbing adalah penggunaan kekuasan untuk mengontrol tanah dan 
memperoleh keuntungan dari sumberdaya lain yang berkaitan seperti air. 
Land grabbing juga berkaitan dengan perubahan makna atau pemanfaatan 
atas tanah yang dikaitkan dengan pemanfaatan baru yang didasarkan pada 
hasrat akumulasi capital dengan cara mengambil alih kendali pada faktor 
produksi kunci, yaitu tanah. Sementara itu karakteristik selanjutnya adalah 
ekstraksi atau alienasi sumberdaya untuk tujuan eksternal (nasional atau 
internasional). Control grabbing diwujudkan dengan tiga cara utama:  land 
grab (perampasan tanah berskala luas), (virtual) water grabs (perampasan 
sumberdaya air), dan green grabs (perampasan sumberdaya dengan 
mengatasnamakan lingkungan). Kedua, kajian land grab tidak semata 
tentang skala yang selama ini selalu disebut bahwa land grab berkaitan 
dengan transaksi tanah skala besar. Terdapat dua dimensi yang perlu 
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diperhatikan yaitu karakter akuisisi tanah + skala dan karakter modal. 
Skala dan karakter modal akan membantu untuk melihat jumlah tanah 
yang diperoleh dan mendeksripsikan mekanisme akuisisinya. Ketiga, 
perbedaan perampasan tanah yang terjadi sekarang. Perkembangan yang 
ada sekarang adalah munculnya ‘flex crops’: yaitu tanamana pangan yang 
multiguna (food, feed, fuel, industrial material) yang dapat dengan mudah 
atau fleksibel diubah pemanfaatannya yaitu: kedelai (feed, food, biodiesel), 
sugarcane (food, ethanol), oilpalm (food, biodiesel, commercial/industrial 
uses), corn (food, feed, ethanol). Selain flex crops juga peran negara dan 
modal intra regional dalam land grabbing. Savitri (2011) menambahkan 
bahwa fenomena land grabbing kontemporer ini dapat dibedakan dari 
bentuk globalisasi kapital sebelumnya yaitu: 1) kembalinya penguasaan 
langsung tanah, baik melalui pembelian atau penyewaan, bukan lagi 
penguasaan pasar komoditi semata; dan 2) investor terbesar bukan lagi 
investor-investor konvensional dari ‘Barat’ (AS dan Eropa), tetapi justru 
dari ‘Timur’, seperti: Cina, Korea Selatan, Jepang dan Timur Tengah.

Mengapa Akuisisi Tanah?

Pangan dan energi merupakan dua pemicu utama terjadinya land 
grabbing yang awalnya ditelusuri dalam penelitian ini. Hal ini ditemukan 
dalam berbagai tulisan mengenai land grabbing yang pada umumnya 
menyebutkan bahwa krisis pangan dan tingginya harga minyak yang 
terjadi pada tahun 2008 telah menyebabkan peningkatan minat sektor 
swasta untuk mencari lahan pertanian tanaman pangan dalam rangka 
mengurangi biaya impor pangan dari negara-negara berkembang. 
Para investor yang sedang mencari sumber-sumber investasi baru di 
luar perbankan dan sektor properti, melihat ada kesempatan untuk 
memperoleh keuntungan dari pasar tanah pertanian. Kenyataannya 
akuisisi tanah hadir dalam sebuah proses yang kompleks. Akuisisi 
tanah hadir bersamaan dengan tuntutan dinamika pasar global, target 
pertumbuhan domestik dan pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya 
dijawab melalui strategi percepatan pembangunan dan optimalisasi 
ruang. Akuisisi tanah digemakan sebagai sebuah solusi terpercaya untuk 
memenuhi segala tuntutan tersebut. 
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Gambar 4. Skenario dibalik Akuisisi Tanah

Sumber: Data Primer, 2012

Dalam penelusuran literatur, ditemukan bahwa, ada banyak skenario 
dibalik terjadinya akuisisi tanah, Zoomers (2010) Bollin (2011), Borras 
dan Franco (2012), serta White (2012) menunjukan bahwa ada pemicu 
lain yang lebih kompleks seperti dapat dicermati dalam ilustrasi berikut;
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Gambar 5. Pemicu Land Grabbing
Sumber: disarikan dari Zoomers, 2010

Mengacu pada Zoomers (2010), ada 7 faktor yang menyebabkan 
proses perampasan tanah meningkat di Afrika, Asia dan Latin Amerika. 
Pertama adalah investasi asing untuk memproduksi pangan; kedua adalah 
Investasi asing pada non pertanian pangan dan untuk energi atau biofuel; 
ketiga adalah Pengembangan kawasan lindung, cagar alam, ekowisata; 
Keempat adalah Pembangunan wilayah Zona Ekonomi Khusus yang 
digunakan untuk pekerjaan infrastruktur skala besar  dan pembangunan 
di perkotaan; kelima adalah Bisnis Pariwisata dalam skala besar; Kenam 
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adalah Pembangunan Tempat Tinggal untuk para pensiunan; dan ketujuh 
atau yang terakhir adalah Pembelian tanah oleh para migran di negara 
asal mereka. Sementara itu faktor pendorong perampasan tanah mengacu 
pada Bollin (2010) adalah krisis keuangan, pangan, energi dan krisis 
iklim global. Semua krisis global yang terjadi menumbuhkan persepsi 
bahwa karena jumlah penduduk diperkirakan meningkat sementara 
sumber daya terbatas, permintaan akan pangan dan bioenergi akan terus 
meningkat. Borras dan Franco (2012) menyebutkan bahwa terdapat 4 
konteks kunci untuk melihat pemicu land grabbing yaitu: ketahanan 
pangan, pengamanan energi, strategi mitigasi perubahan iklim dan 
permintaaan sumberdaya alam oleh pusat-pusat kapital baru. 

Seperti halnya Zoomers, Bollin, serta Borras dan Franco, White 
(2012) mengkaitkan peningkatan kesepakatan atas tanah skala luas 
dengan 6 (enam) trend yang mendorong mekanisme akumulasi melalui 
investasi tanah, yaitu: (a) antisipasi global terhadap ancaman keamanan 
pangan. Hal ini mendorong investasi korporasi secara luas ke dalam bisnis 
tanaman pangan (termasuk untuk pakan ternak); (b) pengembangan 
bentuk ekstraksi sumberdaya baru untuk keamanan bahan bakar energi; 
(c) aturan lingkungan yang baru beserta perangkatnya; (d) koridor 
penyediaan infrastruktur dan zona ekonomi eksklusif; (e) pembentukan 
instrumen keuangan baru; (f ) aturan, regulasi dan insentif yang disediakan 
oleh komunitas internasional. 

Akuisisi tanah memang berjalan secara paralel berjalan dengan 
berbagai isu. Dalam isu konservasi misalnya, perampasan jutaan hektar 
tanah hadir bersama dengan skema REDD. Isu ekowisata juga menjadi 
salah satu bagian seperti dapat dilihat dalam proyek ekoturisme di Amazon 
(Balletti, 2011). Sementara itu, intervensi HAM ternyata juga menjadi 
salah satu pemicu dimana isu HAM dilekatkan pada persoalan akses dan 
kepemilikan terhadap tanah dimana tanah dianggap bagian dari pemenuhan 
hak ekonomi sosial dan budaya. Isu pembangunan fasilitas publik hadir 
dalam artikel Balakrishnan (2012) dimana pembangunan jalan raya lintas 
negara bagian di India telah mendorong terjadinya land grabbing besar-
besaran di propinsi-propinsi yang dilewati jalan raya tersebut, termasuk 
juga pembangunan Spesial Economic Zone (SEZ). Sementara itu, Cina 
dengan kebijakan ‘go green’-nya telah mengubah wilayah-wilayah yang 
semula merupakan daerah pemukiman, menjadi wilayah industri yang 
berorientasi lingkungan. Dalam isu developmental outsourcing (Hofman, 
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2012), ditunjukkan bahwa  aktor land grabbing sudah beralih bukan lagi 
negara Eropa, tetapi negara industri baru termasuk disini bahwa negara-
negara ini tidak hanya menjadi sasaran dari akuisisi tanah tetapi sekaligus 
juga menjadi pelaku. Hal ini bisa dilihat dari negara Cina yang ternyata 
melakukan penyewaan tanah besar-besaran di Amerika Latin dan pada 
saat yang sama tanahnya juga dijadikan sasaran akuisisi tanah. Hal serupa 
juga terjadi di Brazil, yang melakukan investasi  bdi Mozambik, serta 
Rusia yang melakukan investasi di negara-negara eks Uni Soviet, dimana 
Uni Soviet sendiri menjadi target akuisisi tanah berskala besar. Beberapa 
artikel menyebut fenomena ini sebagai developmental outsourcing. 
Sementara itu, dalam isu land laundering, ditemukan bahwa pembelian 
tanah secara privat juga menjadi salah satu pemicu land grabbing besar-
besaran  karena ketika tanah itu menjadi milik privat, pemilik tanah bisa 
langsung mengalihkan tanah-tanah mereka ketika kesepakatan antara 
kedua belah pihak sudah terjadi. Contoh-contoh ini banyak terjadi di 
negara-negara Amerika Latin, dimana sertifikasi di Guatemala, Argentina 
dan Brazil, membuat land grabbing semakin meluas. Isu selanjutnya 
yang dijumpai adalah narkoba dan ekstasi di Amerika Latin yang seolah 
menjadi seperti negara dalam negara karena penguasaan kartel obat 
bius yang kemudian membatasi penggunaan tanah di wilayah hutan 
sebagai tempat untuk memproduksi ganja. Yang terakhir adalah temuan 
bahwa land grabbing ternyata telah turut mendorong migrasi penduduk 
dari desa ke kota. Hal ini dimungkinkan juga karena tidak adanya 
kepemilikan tanah di desa karena lebih memilih untuk menetap dan 
tinggal di kota. Hal ini menyebabkan keterikatan dengan desa menjadi 
renggang, sehingga pelepasan hak milik seolah menjadi sesuatu yang 
wajar dan tanpa beban karena mereka sudah cukup nyaman tinggal di 
kota. Dapat dikatakan bahwa land acquisitioan bisa menciptakan migrasi, 
tetapi sebaliknya migrasi juga dapat menciptakan land grabbing. Dalam 
isu perburuhan, temuan menunjukan bahwa akuisisi tanah berskala luas, 
tidak memanfaatkan tenaga kerja yang ada di daerah tersebut atau dengan 
kata lain penguasaan besar-besaran tidak mensyaratkan akumulasi tenaga 
kerja besar-besaran. 
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Gambar 6. Isu-isu yang Paralel dengan Akuisisi Tanah
Sumber: Disarikan dari berbagai sumber bacaan, 2012

Dimana Akuisisi Tanah Terjadi?

Akuisisi tanah terjadi di banyak negara yang dalam hal ini dapat 
dibedakan menjadi negara investor dan negara domestik.

Gambar 7. Peta Perampasan Tanah Global 
Sumber: www.grain.org
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Menurut data GRAIN (2008) investor terbesar berasal dari negara-
negara Teluk dan Cina, menyusul kemudian dari Jepang, dan Korea 
Selatan. Qatar, misalnya, negara yang hanya memiliki 1% tanah yang 
dapat dibudidayakan untuk pertanian, telah membeli 40.000 hektar 
tanah di Kenya, Vietnam, Kamboja dan Sudan. Uni Emirat Arab telah 
menguasai 324.000 hektar tanah di Pakistan. Korea Selatan (Grup 
Daewoo) telah menandatangani transaksi penyewaan tanah seluas 1,3 juta 
hektar di Madagaskar. Negara-negara investor ini mencari tanah-tanah 
subur di negara lain. Anseuww dkk (2012:23) mencatat bahwa Afrika 
merupakan negara target pertama kemudian disusul Asia, Amerika Latin 
dan terakhir Eropa Timur dan wilayah Oceania seperti dapat dicermati 
dalam tabel berikut ini: 

Gambar  8. Negara Target Akuisisi Tanah
Sumber: Anseeuw dkk, 2012: 23

Menurut Benjaminsen (2011), Afrika merupakan target utama karena 
dianggap sebagai benua yang memiliki tanah melimpah dengan harga yang 
murah. Bollin (2011) juga menambahkan bahwa investor lebih berminat 
pada negara dengan indikator tata kelola pemerintahan dan perlindungan 
hak tanah setempat yang lemah. Indikator tata kelola pemerintah yang 
lemah ini salah satunya ditunjukkan dengan ketidakpastian pemihakan 
pemerintah sebuah negara untuk melindungi tanah-tanah yang berstatus 
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sebagai tanah adat (German, 2011). Kondisi serupa ini membuat status 
tanah menjadi sangat negotiable, sehingga kepentingan atau peruntukan-
peruntukan yang baru lebih mudah diintervensikan. Proses intervensi 
ini pada berbagai kasus dimungkinkan karena tidak adanya formulasi 
kebijakan yang tegas atau bahkan ketika formulasi kebijakan telah ada, 
kenyataannya tidak pernah diimplentasikan. Kondisi-kondisi serupa 
inilah yang seolah telah membukakan jalan bagi proses investasi yang 
semakin meluas. Pada akhirnya, indikator-indikator pilihan negara yang 
menjadi target ini menunjukkan bahwa investor benar-benar mengarah 
pada proses investasi yang mudah, murah, dan sangat menguntungkan. 
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Gambar 9. Indikator Negara Favorit yang Menjadi Target Akusisi Tanah
           Sumber: Disarikan dari berbagai sumber, 2012

Mekanisme Akuisisi Tanah

Mengacu pada White (2012), mekanisme land grab bervariasi. Pada 
masa kolonial proses ini terjadi dengan memanipulasi tanah ‘kosong’ 
(meski jelas telah dikuasai dan digunakan secara tradisional) menjadi 
tanah yang ‘tak bertuan’ (tidak ada pemiliknya) dan menjadikannya milik 
negara secara ‘resmi’. Di akhir masa penjajahan atau pasca kemerdekaan 
banyak negara dan masyarakat sipil yang berupaya membetulkan distorsi 
sejarah dengan land reform dan sebagainya guna mengakhiri pola 
kepemilikan pribadi yang luas dan mendistribusikan lahan kepada rakyat 
kecil. Pada paruh abad 20, Bank Dunia juga melakukan hal yang sama 
sebagai strategi pembangunan pertanian. Kini, banyak pemerintah dan 
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organisasi internasional mendukung akuisisi lahan oleh korporasi raksasa 
(baik dalam maupun luar negeri), biasanya dalam bentuk konsesi jangka 
panjang maupun bentuk ganti rugi, atas nama ‘pembangunan’. Dinamika 
land grab bertumbuh lebih dari karena keinginan akumulasi agribisnis 
daripada kebutuhan pembangunan. Sementara itu, Taylor dan Bending, 
menyebutkan bahwa mekanisme akuisisi atau perolehan tanah dapat 
dilakukan dengan dua cara yaitu ilegal dan legal. Proses ilegal adalah 
proses perampasan tanah melalui suatu perjanjian transaksi tanah yang 
memotong prosedur formal atau juga penggunaan kekerasan militer, 
sementara proses legal adalah proses pengambilalihan tanah melalui 
prosedur formal. Bentuk-bentuk investasi yang dapat ditemukan adalah 
jual beli (purchase) dan sewa (lease) baik long term lease maupun short term 
lease. Dua bentuk investasi yang paling umum dilakukan di Asia adalah 
lease (sewa) yang dilakukan dengan dua cara: 1) pemerintah menyewakan 
tanah-tanah negara yang luas kepada korporasi asing dan 2) investor 
asing memakai skema joint venture atau kemitraan dengan korporasi atau 
pemilik tanah domestik. 

Akuisisi tanah bisa dipastikan selalu hadir dalam wacana 
‘pendayagunaan tanah untuk pembangunan’. Hal inilah yang bisa ditelusuri 
dari narasi awal yang dijadikan pintu masuk bagi terjadinya akuisisi tanah 
yaitu dengan membuat identifikasi mengenai tanah-tanah yang disebut 
‘kosong’, ’tidur’, ’tidak produktif ’, marginal’, terdegradasi, terlantar, tanah 
tak bertuan, ’idle’, ‘waste’, ‘unproductive, public’, ‘surplus’, ‘vacant’,‘unused’.5 

 Mengacu pada konsep Anna Tsing seperti dikutip Li (2012) inilah yang 
kemudian disebut dengan tradisi investasi ‘pinggiran’,  sebuah mitos 
kultural tentang ‘peruntungan’ dan ide tentang wilayah yang kosong bisa 
membawa keuntungan yang berlimpah. Hal ini pula yang disinggung 
Baka (2012) dengan menyebutkan bahwa konsep tanah marginal 
merupakan elemen sentral dalam debat mengenai landgrab karena 
dianggap sebagai obat mujarab bagi berbagai penyakit lingkungan, 
ekologis, dan pembangunan ekonomi bagi negara-negara miskin. Akuisisi 

5	 Tanah-tanah dalam kategori ini pada kenyataannya merupakan tanah yang sedang 
didayagunakan oleh pihak lain baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan 
rumah tangga, usaha kecil, penggembalaan, maupun areal ladang berpindah. Namun semua 
kategori pemanfaatan ini dilihat kurang memiliki nilai ekonomis, sehingga tidak cukup 
layak disandingkan dengan maksimalisasi keuntungan yang sedang dikejar dalam skema 
investasi tanah-tanah pertanian untuk pengusahaan flex crop maupun kepentingan bisnis 
yang lain
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tanah dianggap sebagai bagian dari upaya mendayagunakan tanah-tanah 
dalam kategori ini agar bisa lebih produktif dan bermanfaat. 

Mengacu pada White (2012) negara bekerja dalam menginisiasi 
kebijakan dan administrasi di seputar paham konsep ‘tanah-tanah yang 
marginal’ serta memfasilitasi investasi tanah yang meliputi: invensi/
justifikasi; definisi, reklasifiksi, kuantifikasi; Identifikasi; akuisisi/
pengambilalihan dan realokasi atau disposisi. Semua ini digunakan untuk 
mentransformasikan sumberdaya (sebagian besar dalam kendali negara) 
menjadi faktor produksi yang produktif untuk memperbarui investasi 
skala luas yang berbasis tanah. Selain identifikasi ini, akuisisi tanah juga 
disebut sebagai jawaban atau solusi dari krisis yang terjadi. Kedua narasi 
inilah yang menjustifikasi terjadinya land grabbing dan menempatkannya 
sebagai sebuah ‘kebutuhan’ dan ‘keharusan’.6

Skema pembenaran ini mengacu pada Reilly dan Bockel (2010) 
diorkestrasi dengan serangkaian formulasi kebijakan internasional seperti 
hadirnya CoC (Code of Conduct) atau kode etik internasional seperti 
misalnya Principle for Responsible Agricultural Invesment that Respect 
Rights, Livelihood and Resources yang dimunculkan oleh FAO, IFAD, 
UNCTAD dan WB serta panduan sukarela (voluntary guideline) seperti 
’Responsible Governance of Tenure of Land and Other Natural resource 
yang dimunculkan oleh CFS (Committe on World Food Security) dengan 
panduannya. Disinilah fenomena land grabbing kemudian menjadi saksi 
begitu banyaknya reformulasi kebijakan yang muncul. Negara-negara 
sasaran investasi pun digambarkan memiliki wujud yang beragam seperti: 
Indonesia dengan ekspansi perkebunan sawit pada tanah-tanah adat, 
Pakistan dengan kebijakan pertanian korporasinya (Corporate Agriculture 
Farming Policy), atau Filipina dengan sisi lain reforma agraria dan 

6	 Fakta menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki mandat yang jelas untuk 
melindungi hak adat pada level negosiasi yang berbeda (potret tanah, pemberian ganti 
rugi dan kesepakatan negosiasi antara komunitas dan investor), proses yang seringkali 
menghasilkan check and balances ini ternyata bertentangan dengan tujuan. Seringkali 
pemerintah mengikuti kepentingan dari industri yang di saat yang sama bertentangan 
dengan mandat hukum. Hal ini antara lain disebabkan lebih ke persoalan ideologis. Wacana 
modernisasi telah mendorong pemerintah untuk membangun komitmen pada percepatan 
ekspansi model industri berskala luas. Agen-agen pemerintah telah terjebak pada paham 
dimana investasi merupakan cara yang paling efektif untuk pembangunan ekonomi dan 
pengentasan kemiskinan, meningkatkan neraca perdagangan, meningkatkan teknologi dan 
melink-annya dengan sektor-sektor ekonomi dan jasa untuk menstimulasi pembangunan 
pedesaan.
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kehadiran skema pembangunan pertanian serta korporasi komersilnya. 
Akuisisi tanah model baru ini dilabelkan sebagai ‘kolonialisme baru (new 
colonialism) dan perampasan tanah global (international land grab). 
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Sumber: Data primer 2012

Selain formulasi kebijakan, investasi seolah juga diberikan privelese 
dengan fasilitasi yang diberikan oleh lembaga donor seperti dicontohkan 
oleh Daniel (2009) dengan adanya paket promosi investasi yang difasilitasi 
oleh IFC dan FIAS dengan detail produknya: 1) acces to land product (ini 
dilakukan dengan accessing land-mendesain dan mengimplementasikan 
sistem yang lebih efektif untuk membuat ekspansi investasi maupun 
investasi baru menjadi lebih mungkin; securing land-dilakukan dengan 
mengembangkan prosedur yang lebih sederhana dan transparan bagi 
investor untuk memperoleh lahan dan kepastian/keamanan hak atas 
properti yang mereka miliki dengan harga transaksi yang rendah; 
developing land-menyederhanakan perjanjian yang melibatkan multi 
agen untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya bagi bagi para 
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investor unt bisa memperoleh persyaratan yang lebih aman); 2) investing 
acrross border project, merupakan model studi banding (benchmarking) 
untuk membandingkan kualitas iklim investasi di berbagai negara, 
mengindentifikasi good practices dalam desain kebijakan investasi dan 
implementasinya serya menstimulasi reformasi kebijakan investasi di 
negara yang menjadi klien; 3) land market for investment product, terkait 
dengan upaya mengakses tanah, mengamankan property dan kepastian 
waktu serta biaya untuk memperoleh ijin pengembangan lahan.  

Dalam proses atau mekanisme akuisisi tanah inilah (German, 2011: 
39) mencatat adanya lima gap dalam penerapan legislasi yang tidak 
seimbang: 1) banyak proyek yang diimplementasikan tanpa persetujuan 
(baik ijin investasi, sertifikat tanah atau ijin lingkungan (amdal). Dalam 
ketiadaan penerapan yang dianggap sah secara hukum dan pengawasan 
dalam implementasinya, tindakan pemerintah telah mengabaikan 
prosedur konsultasi dengan pemegang hak ulayat); 2) ditemukan dalam 
upaya untuk menetapkan zone agroekologis; 3) batasan dalam durasi 
penyewaan tanah banyak dilanggar; 4) kegagalan kesepakatan dalam 
proses konsultasi untuk menempatkan masyarakat dengan prinsip free, 
prior and informed. Proses konsultasi lemah meskipun secara hukum 
sudah ada prosedur yang dimandatkan; 5) Absennya pengawasan investasi 
dan sanksi bagi para pelanggar. 

Dampak Akuisisi Tanah

Akuisisi tanah meskipun digembargemborkan sebagai solusi terbaik 
mengatasi multikrisis dan sebagai strategi memacu pembangunan yang 
lebih efektif, pada kenyataannya memunculkan banyak dampak negatif. 
Mengacu pada Quizon (2012), dampak umum yang terjadi adalah 
pengusiran petani kecil dari tanah-tanah mereka ketika pemerintah secara 
resmi mengklaim tanah-tanah mereka dengan sebutan ‘public’, ‘surplus’ 
atau ‘unused’, baik pada hutan maupun padang rumput yang disewakan 
kepada investor asing. Quizon juga mencatat bahwa kebanyakan 
kesepakatan dilakukan secara diam-diam tanpa proses lelang publik dan 
informasi yang terbuka karena kesepakatan ini diperlakukan sebagai 
transaksi swasta (meskipun pemerintah asing terlibat sebagai investor). 
Dengan sedikit informasi dan konsultasi, masyarakat lokal banyak yang 
tidak menyadari proses ini sampai pada saat mereka tiba-tiba dipaksa 
meninggalkan tanahnya ketika operasi pembersihan tanah dimulai. 
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Absennya transparansi ini juga memicu terjadinya korupsi. Tanah-tanah 
dikonversi dari produksi pertanian skala kecil ke perkebunan raksasa 
yang mengabaikan para petani sebagai pengolah awalnya dan akhirnya 
hilanglah keahlian bertani dalam sebuah generasi. 

Sementara itu, La Via Campesina (2008:27) mencatat bahwa land 
grabbing telah mengingkari keberadaan tanah-tanah untuk komunitas, 
merusak livelihood, mengurangi ruang politik bagi kebijakan pertanian 
yang berorientasi pada petani serta menciptakan pasar yang berorientasi 
pada agribisnis dan perdagangan dunia dibandingkan produksi 
pertanian berkelanjutan untuk pasar lokal dan nasional. Land grabbing 
mempercepat kerusakan ekosistem dan krisis iklim, karena tipe yang 
berorientasi monokultur, menghendaki produksi pertanian industrial 
yang membutuhkan lahan. Dampak yang mengemuka adalah bahwa 
para pekerja, petani dan komunitas lokal akan kehilangan akses tanah 
bagi pemenuhan produksi pangan mereka. Terjadi restrukturisasi tanah 
dimana tanah-tanah yang berada dalam kontrol pihak asing berubah 
dari lahan garapan skala kecil atau hutan menjadi kompleks besar yang 
terhubung dengan pasar besar di luar negeri. Mengacu pada Anna Bolin, 
seiring meningkatnya jumlah akuisisi tanah di dunia mulai tahun 2008, 
meningkat pula laporan di media dari ornop mengenai penggusuran dan 
pengusiran, bukan penciptaan lapangan kerja dan pembangunan. 

Kajian yang ada juga menunjukkan bahwa banyak investasi tidak 
memenuhi harapan dalam penciptaan lapangan kerja dan manfaat yang 
berkelanjutan, tetapi justru memperburuk kondisi masyarakat dari 
sebelumnya. Mengacu pada Grain, Arduino, 2012:346 land grabbing 
memicu dampak antara lain: meningkatkan harga pangan, membuat 
kelompok miskin dan kekurangan pangan menjadi semakin rentan, 
memperburuk instabilitas dan kesenjangan, menciptakan konfik 
diantara stakeholder yang berbeda (khususnya kelompok etnik) akibat 
berkurangnya kontrol atas sumberdaya alam dan juga berkaitan dengan 
praktek-praktek gelap yang jamak terjadi. Secara ringkas dampak land 
grabbing dapat dilihat dalam ilustrasi berikut: 
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Sumber: Data Primer, 2012

Land Grabbing di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sorotan dalam 
debat mengenai land grabbing. Sebagaimana dikutip dalam Anseeuw 
(2012), Indonesia adalah bagian dari Asia yang dalam peta investasi 
menjadi negara target kedua setelah Afrika. Kombinasi antara sumberdaya 
yang melimpah, dan kinerja pengelolaan pemerintahan yang buruk, 
menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara favorit bagi investor untuk 
menanamkan modalnya. Hal ini semakin dimuluskan dengan ambisi dari 
pemerintah Indonesia sendiri yang sangat menyambut baik kedatangan 
investasi karena dianggap sebagai jalan cepat untuk menggemukkan 
pundi-pundi sekaligus mengejar ‘gelar prestisius’ sebagai negara penyuplai 
pangan dan pengekspor sawit nomor satu dunia. Perampasan tanah 
yang terjadi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan nasional 
melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI). MP3EI yang dibangun diatas model kerjasama 
pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership (PPP) secara 
nyata menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas 
yang dikejar. Melalui kebijakan inilah dengan jelas dinyatakan bahwa 
Indonesia memposisikan diri sebagai basis ketahanan pangan dunia, 
pusat pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan sumber 
mineral disampaing sebagai pusat mobilitas logistik global. Semua sektor 
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usaha yang berbasiskan sumberdaya alam ini akan menjadi legimitasi 
pada eksploitasi sumberdaya alam besar-besaran dan tentu saja pengadaan 
tanah yang menjadi basis pengerukan sumberdaya alam tersebut. 

Dokumentasi mengenai land grabbing di Indonesia dicatat dengan 
sangat baik dalam berbagai riset dan penelitian yang mulai banyak 
menaruh perhatian pada topik ini. Ben White, Mc Charty, Tania Li, 
Affif, Savitri,Yando Zakaria, dan Yanuardy, adalah beberapa penulis yang 
berupaya menampilkan wajah land grabbing di Indonesia. Kasus ekspansi 
perkebunan sawit dan proyek pertanian pangan skala besar (food estate) 
adalah dua dari sekian skenario land grabbing yang banyak mendapat 
sorotan. 

Sebagaimana dicatat AGRA (2010) bentuk-bentuk perampasan 
tanah di Indonesia banyak terjadi terutama selama periode 2004 sampai 
dengan 2010. Bentuk-bentuk perampasan ini sendiri sebenarnya 
berlandaskan pada monopoli tanah yang telah dibangun selama 32 tahun 
pada masa  Orde Baru (1966-1998) yang terutama terjadi dalam bentuk 
konsentrasi penguasaan tanah-tanah pertanian melalui skema Revolusi 
Hijau, penguasaan tanah-tanah perkebunan melalui skema Hak Guna 
Usaha (HGU), penguasaan tanah-tanah hutan melalui konsesi Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), penetapan 
kawasan taman nasional, penguasaan tanah-tanah pertambangan 
melalui konsesi pertambangan seperti kontrak karya pertambangan, 
serta konsentrasi penguasaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, 
pemukiman (properti), dan pembangunan infrastruktur militer. 

Bentuk-bentuk perampasan tanah yang terjadi saat ini juga dapat 
dikatakan tidak jauh berbeda dengan yang sudah terjadi di masa Orde 
Baru, yang membedakannya adalah mitos tentang krisis dan peruntungan 
dari apa yang disebut dengan ‘outer islands’ atau pulau-pulau terluar 
Indonesia’. Kedua mitos inilah yang dipakai untuk mendongkrak dan 
mempopulerkan pengusahaan sumber pangan skala besar dan sumber 
energi alternatif (biofuel) sebagai sebuah ‘kebutuhan’ dan ‘keharusan’. 

Mitos tentang krisis pangan, krisis keuangan dan krisis energi pada 
kenyataannya hanya merupakan sebuah pintu masuk untuk memuluskan 
jalan bagi para investor. Mitos ini diperkuat dengan ketersediaan 
sumberdaya yang melimpah yang ada di pulau-pulau terluar Indonesia 
(outer islands). Rasionalitas yang dibangun oleh pemerintah adalah 
menganggap pulau-pulau luar (outer islands) sebagai ruang untuk 
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mengelaborasi proyek-proyek nasional yang ambisius dengan cara 
mengatur ruang dan penggunaan tanah dalam satu pola yang mereka 
inginkan. Pulau-pulau luar ‘outer island’ dianggap sebagai lokasi yang 
paling ideal menjadi target investasi karena: memiliki tanah yang belum 
diusahakan dalam jumlah yang melimpah (marginal land) dan. tingkat 
kepadatan penduduk yang rendah. 

Mengacu pada Laksmi (2011), serangkaian formulasi kebijakan 
pendukung pun tiba-tiba dimunculkan seperti misalnya: Inpres No 1 
Tahun 2006 tentang supply dan pemanfaatan biofuel sebagai energy 
alternative atau Perpres No 5 Tahun 2008 tentang Investasi Pangan 
Berskala Besar (Food Estate) (Junaidi, 2011). Semua ini menjadi semacam 
orkestrasi dari proses pangambilalihan tanah yang terjadi atau yang disebut 
Ito dkk (2011) sebagai bagian dari upaya untuk menaturalisasi. Hal inilah 
yang kemudian disebut sebagai mekanisme atau metode land grabbing. 
AGRA (2010) membedakan mekanisme atau metode perampasan tanah 
yang terjadi di Indonesia dalam  masa enam tahun terakhir (2004-2010) 
menjadi 2 cara yaitu: metode lunak dan metode keras. Metode lunak 
dijalankan melalui kebijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh 
negara (pemerintah). Melalui metode lunak ini, para perampas tanah 
rakyat (baik pemerintah maupun swasta) ditampilkan sebagai pihak yang 
mendukung pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan 
dan menambah devisa negara, dan sebagainya, melalui program ataupun 
proyeknya. Sementara rakyat pemilik tanah ditampilkan sebagai pihak 
yang tidak mau berkorban bagi pembangunan, ataupun menghalangi 
pembangunan. Pihak pemerintah juga sering menyatakan bahwa 
hambatan investasi di Indonesia adalah masalah ganti rugi tanah. Metode 
lunak, cenderung menempatkan rakyat pemilik tanah sebagai pihak yang 
salah. Sementara di sisi lain, menempatkan posisi perampas tanah (baik 
pemerintah maupun swasta) sebagai pihak yang benar. Dengan metode 
lunak, perampasan tanah menjadi hal yang dibenarkan secara hukum dan 
aturan yang ada. Penggunaan aturan dan kebijakan, sejak undang-undang 
sampai dengan peraturan menteri yang merupakan aturan pelaksanaan 
dari undang-undang yang dirujuknya, merupakan satu kesatuan metode 
perampasan tanah yang dilakukan secara lunak. Sementara itu, metode 
keras dilakukan dengan menggunakan aparat keamananan negara baik 
berupa intimidasi, pemenjaraan, penculikan, pemidanaan dan teror 
terhadap kaum tani agar melepaskan tanahnya. Metode ini jamak dipakai, 
apabila metode lunak tidak memberikan hasil yang memuaskan. 
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